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Abstrak
Penelitian ini menggali kebijakan Pemerintah Daerah Kota Batam dalam konteks perlindungan dan pemenuhan hak anak dan perempuan terhadap tindakan diskriminasi. Dengan fokus pada efektivitas kebijakan dan hambatan implementasinya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menyelidiki dampak konkret pada hak-hak yang dilindungi. Kota Batam, sebagai pusat ekonomi dan industri, menghadapi dinamika kompleks dalam menghadapi tantangan perlindungan hak anak dan perempuan. Penelitian ini menyoroti relevansi dan urgensi penanganan isu-isu ini dalam kebijakan daerah. Konteks global dan nasional yang berkembang memperlihatkan perlunya kebijakan yang efektif dan dapat diimplementasikan dengan baik. Dalam merinci permasalahan, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan kunci: pertama, penelitian ini ingin membahas tuntas sejauh mana efektivitas kebijakan dalam melindungi hak-hak anak dan perempuan dari diskriminasi,  Kedua, apa saja hambatan utama yang menghambat implementasi kebijakan tersebut, Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum secara empiris dengan pendekatan pada perundang-undang dan mpiris. Temuan penelitian memberikan wawasan mendalam tentang pelaksanaan kebijakan dan dampaknya pada hak-hak yang diinginkan. Analisis ini menyoroti kompleksitas dinamika sosial dan budaya di Kota Batam yang mempengaruhi efektivitas kebijakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan perlindungan hak anak dan perempuan, memberikan rekomendasi konkrit untuk perbaikan kebijakan, dan merangsang pengembangan penelitian selanjutnya di bidang ini. Dengan merangkum hasil temuan dan memberikan rekomendasi, penelitian ini berpotensi memberikan sumbangan signifikan pada pemahaman dan implementasi kebijakan perlindungan hak anak dan perempuan di tingkat daerah. 

Kata Kunci: Perlindungan Hak, Diskriminasi, Kebijakan Pemerintah, Anak, Perempuan

Abstract
This research explores the policies of the Batam City Regional Government in the context of protecting and fulfilling rights of children and women against acts of discrimination. Focus on the effectiveness  policy and its implementation barriers, this study uses a qualitative approach to investigate the concrete impact  protected rights. Batam City, as an economic and industrial center, faces complex dynamics in facing the challenges of protecting the rights of children and women.  Research highlights  relevance and urgency of handling issues in regional policies.  Global and national context demonstrates the need for effective and well-implemented policies.  detailing the problem, study raises two key questions: first, this study wants to thoroughly discuss the extent of the effectiveness of policies in protecting children's and women's rights from discrimination, and second, what are the main obstacles that hinder policy implementation This type research uses empirical legal research with an approach to legislation and empirical. The findings study provide in-depth insights into implementation of the policy and impact on desired rights. This analysis highlights the complexity of social and cultural dynamics in Batam City that affect policy effectiveness. The results of this study are expected  provide  better understanding the problem of protecting the rights of children and women, provide concrete recommendations for policy improvement, and stimulate the development of further research in this field.  summarizing the findings and providing recommendations, this study has the potential to make  significant contribution to the understanding and implementation policies to protect the rights of children and women regional level. 
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Pendahuluan
Kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak dan perempuan merupakan landasan utama dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Di era globalisasi ini, tantangan dan kompleksitas hak-hak tersebut semakin mendominasi perbincangan dan kebijakan publik. Kota Batam, sebagai pusat industri dan ekonomi yang berkembang pesat di Indonesia, tidak luput dari dinamika permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendalam kebijakan Pemerintah Daerah Kota Batam dalam konteks perlindungan dan pemenuhan hak anak dan perempuan terhadap tindakan diskriminasi. Permasalahan hak anak dan perempuan menjadi fokus utama dalam perkembangan hukum yang semakin meluas. Konteks perundang-undangan Indonesia mengenai perlindungan hak anak dan perempuan telah mengalami perkembangan signifikan. Kebijakan hukum ini tercermin dalam sejumlah undang-undang, di antaranya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW). Namun, implementasi dan efektivitas kebijakan ini masih menjadi sorotan utama. Empiris mengenai tindakan diskriminasi terhadap anak dan perempuan di Kota Batam menjadi catatan yang tidak dapat diabaikan[footnoteRef:1]. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa meskipun ada landasan hukum yang jelas, namun tindakan diskriminatif masih terjadi, baik dalam skala individu maupun sistemik. Beberapa kasus kekerasan dan ketidaksetaraan masih sering terjadi, menunjukkan adanya kesenjangan antara normatif hukum dan implementasinya. Konsep da sollen (seharusnya) dan da sein (sebenarnya) menjadi pandangan filosofis yang relevan dalam konteks kebijakan perlindungan hak anak dan perempuan di Kota Batam. Da sollen mencerminkan cita-cita dan harapan akan adanya perlindungan hak yang maksimal sesuai dengan landasan hukum yang ada. Namun, da sein memperlihatkan realitas di lapangan yang seringkali belum mencapai standar ideal tersebut. [1:  Pratama, D. (2019). Efektivitas Penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Di Yogyakarta. Jurnal Lex Renaissance, 4(2). https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss2.art10] 

	 Dalam pandangan normatif, perlindungan hak anak dan perempuan di Kota Batam seharusnya melibatkan penerapan prinsip-prinsip keadilan, non-diskriminasi, dan hak asasi manusia secara menyeluruh. Namun, da sein menunjukkan bahwa masih terdapat kendala implementasi yang menghambat pemenuhan hak tersebut.[footnoteRef:2] Permasalahan seperti kurangnya kesadaran masyarakat, minimnya sumber daya, dan ketidakpastian penegakan hukum menjadi tantangan nyata yang perlu diatasi, seperti contoh ada kasus yang terjadi di Kota Batam tepatnya di Pelabuhan Sagulung pada bulan mei dua ribu dua puluh empat dimana ada orang tua yang menganiaya anak kandung sendiri namun hanya divonis 1 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Batam, hal tersebut telah membuat banyak masyarakat kota Batam kecewa karena pelaku dihukum ringan tanpa ada konsekuensi lainnya padahal telah melanggar peraturan daerah Kota Batam yaitu Nomor 8 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dan Undang-undang yang mengatur tentang kebijakan terhadap perlindungan hak anak dan perempuan yang telah disebut sebelumnya sebagaimana dalam pasal 80 dijelaskan bahwa: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100 juta. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3 miliar. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Undang-undang yang mengatur perlindungan hak anak dan perempuan di Indonesia telah memberikan dasar hukum yang kuat. Undang-undang tersebut menegaskan hak-hak dasar yang harus dijamin, seperti hak pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan[footnoteRef:3]. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai hambatan, terutama di tingkat daerah seperti Kota Batam. Keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan hak anak dan perempuan tidak hanya bergantung pada normatif hukum semata. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan hak-hak tersebut. Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak anak dan perempuan perlu ditingkatkan, dan langkah-langkah konkret harus diambil untuk memastikan bahwa normatif hukum diwujudkan dalam realitas sehari-hari[footnoteRef:4]. Data Empiris menyoroti gambaran sebenarnya dari kondisi anak dan perempuan di Kota Batam. Penelitian mengenai perlindungan anak dan perempuan telah banyak dilakukan sebelumnya.  [2:   Elliza, S. (2022). Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan dari Pelecehan Seksual. Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 2(3). https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.600]  [3:  Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial, 3(2), 1–10. https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68]  [4:  Munir, A. Q., Zaidir, Z., Nuswantoro, B. S., & Yusriadi, Y. (2021). Pendampingan Penggunaan Aplikasi Pengelolaan Kegiatan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak. Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5(1), 7–14. https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2680] 

        Salah satu penelitian yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Tasya Raehan Annisa Putri, dengan judul "Efektivitas dan Eksistensi Dinas Perlindungan Anak Kota Batam dalam Upaya Pencegahan Kekerasan pada Anak". Penelitian tersebut membahas secara mendalam mengenai peran dan efektivitas Dinas Perlindungan Anak Kota Batam dalam mengurangi kekerasan pada anak melalui program-program pencegahan yang diinisiasi oleh pemerintah daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa eksistensi dinas ini memberikan dampak positif terhadap penurunan angka kekerasan pada anak, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal sumber daya dan koordinasi lintas sector[footnoteRef:5]. Penelitian lainnya juga ada yang mengkaji kebijakan pemerintah daerah terkait perlindungan anak dan perempuan secara umum, dengan fokus pada implementasi program perlindungan di wilayah perkotaan. Penelitian ini menyoroti pentingnya integrasi kebijakan antarinstansi, seperti Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan, untuk menciptakan pendekatan holistik dalam menangani diskriminasi dan kekerasan[footnoteRef:6]. Namun, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Judul penelitian saat ini, "Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Batam dalam Hal Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan terhadap Tindakan Diskriminasi", mengangkat dimensi diskriminasi secara lebih luas, mencakup tidak hanya kekerasan fisik pada anak, tetapi juga ketidakadilan dalam akses pendidikan, hak ekonomi, dan diskriminasi terhadap perempuan. Penelitian ini juga membahas intervensi kebijakan yang lebih strategis, termasuk keberadaan aturan hukum, sarana pendukung, dan peran masyarakat dalam meningkatkan efektivitas kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur yang ada dengan perspektif yang lebih inklusif, menghubungkan perlindungan anak dan perempuan dengan isu diskriminasi yang lebih luas di tingkat kebijakan daerah. Dari data empiris tersebut menggambarkan keadaan sebenarnyal yang dialami oleh mereka, termasuk tingkat diskriminasi yang masih tinggi. Kasus-kasus kekerasan, ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan, dan permasalahan kesehatan perempuan menjadi sorotan utama yang perlu segera diatasi. Penelitian-penelitian sebelumnya mencatat bahwa terdapat kesenjangan antara kebijakan normatif dan implementasinya di tingkat daerah. Faktor-faktor seperti budaya, tradisi, dan norma sosial juga memainkan peran penting dalam membentuk realitas empiris terkait perlindungan hak anak dan perempuan[footnoteRef:7]. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang konteks sosial dan budaya Kota Batam menjadi kunci untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Dalam konteks kompleksitas masalah hak anak dan perempuan di Kota Batam, perluasan wawasan normatif, analisis da sollen dan da sein, serta pemahaman mendalam terkait normatif undang-undang  menjadi esensial. Pendahuluan ini memberikan landasan untuk melangkah lebih jauh dalam penelitian, dengan tujuan memberikan kontribusi konstruktif dalam pembentukan kebijakan perlindungan hak anak dan perempuan yang lebih efektif dan berdampak di tingkat daerah[footnoteRef:8]. Dengan demikian, penelitian ini akan merinci metode, hasil, dan pembahasan temuan yang diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemahaman yang lebih baik dan perbaikan implementasi kebijakan masa depan di daerah Kota Batam.  [5:  Putri, T. R. A., & Tantimin, T. (2022). Efektivitas Dan Eksistensi Dinas Perlindungan Anak Kota Batam Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak. Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 13(1), 91–106. https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v13i1.20340
]  [6:  Munir, A. Q., Zaidir, Z., Nuswantoro, B. S., & Yusriadi, Y. (2021). Pendampingan Penggunaan Aplikasi Pengelolaan Kegiatan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak. Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5(1), 7–14. https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2680]  [7:  Sinaga, A. V., A. Maramis, R., & v. T. Senewe, E. (2021). MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM HAM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK. SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya, 16(1). https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i1.20268 ]  [8:  Idris, I., Ridwan, A., Purwanti, N., Nikmatul Ula, S. N., & Nurjannah, S. (2023). Analisis Upaya Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga khususnya Perempuan dan Anak. Jurnal Sains Dan Teknologi, 5(1), 489–492. https://doi.org/10.55338/saintek.v5i1.1651] 

Tujuan Penelitian
1.  Mengevaluasi Efektivitas Kebijakan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan dalam Hal perlindungan anak dan perempuan terhadap tindakan diskriminasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah Kota Batam telah berhasil dalam mencapai tujuannya. Ini mencakup penilaian terhadap pengurangan tingkat diskriminasi terhadap anak dan perempuan, perlindungan hak-hak mereka, dan perbaikan kualitas hidup mereka.
2.  Identifikasi Hambatan dan Tantangan: Tujuan lainnya adalah mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang menghambat implementasi kebijakan perlindungan anak dan perempuan. Ini bisa melibatkan faktor-faktor seperti kurangnya sumber daya, budaya, ketidaksetaraan gender, dan permasalahan sosial lainnya.

Rumusan dan Masalah
1.   Bagaimana efektivitas kebijakan pemerintah daerah kota batam dalam melindungi hak-hak anak dan perempuan terhadap tindakan diskriminasi?
2.   Apa saja hambatan utama yang menghambat implementasi kebijakan Pemerintah Kota Batam dalam Hal perlindungan anak dan perempuan terhadap tindakan diskriminasi?
Metode Penelitian
Bahwa seperti yang diketahui oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, Perlindungan anak dan perempuan adalah isu kemanusiaan yang sangat penting. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya, terutama kelompok yang rentan seperti anak-anak dan perempuan, dari berbagai bentuk kekerasan dan penindasan. Dengan demikian, penulis menggunakan metode empiris dengan tujuan bisa lebih mendalami terkait kebijakan pemerintah dalam hal perlindungan anak dan perempuan di Kota Batam. Penulis juga berharap dari hasil penelitian ini masyarakat Kota Batam bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu ini dan untuk memastikan bahwa pemerintah memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi warganya yang paling rentan. Penelitian Kebijakan Pemerintah Dalam Hal Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan dapat melibatkan berbagai pendekatan, tergantung pada tujuan, metodologi, dan sumber daya yang tersedia. Pada Penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif melibatkan analisis mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan pemahaman individu terkait dengan perlindungan hak anak dan perempuan. Ini dapat dilakukan melalui kuesioner, wawancara atau analisis konten dokumen dan laporan terkait. Alasan memakai pendekatan kualitatif pada penelitian artikel ini supaya dapat mendalami pengalaman dan pandangan terkait perlindungan hak anak dan perempuan, dengan memahami sudut pandang tersebut, penelitian artikel ini akan lebih cepat dirumuskan dalam bentuk artikel penelitian ini. pada penelitian artikel ini penulis akan mendapat sumber data dari 2 tahap ini yaitu : Sumber data primer yang diperoleh penulis untuk hasil penelitian adalah dari hasil kuesioner dan wawancara, Untuk menyusun kuesioner dan wawancara untuk penelitian Anda tentang kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak dan perempuan terhadap tindakan diskriminasi di Kota Batam, berikut beberapa pertimbangan Mengenai Target Kuesioner  Warga Kota Batam dari berbagai lapisan masyarakat (termasuk anak-anak, remaja, dewasa, laki-laki, dan perempuan), Sedangkan mengenai Target Wawancara Pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan perlindungan hak anak dan perempuan di Kota Batam (misalnya, pegawai pemerintah, pekerja sosial, pekerja di lembaga swadaya masyarakat, dll.). Pada sumber data sekunder, penulis menggunakan data empiris dari hasil penelitian sebelumnya atau laporan pemerintah terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak dan perempuan terhadap tindakan diskriminasi di Kota Batam. Ini bisa termasuk Peraturan daerah atau Undang Undang yang mengatur di Kota Batam seperti contoh Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW), serta ada peraturan daerah Kota Batam  8 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif , laporan statistik, evaluasi kebijakan, atau hasil survei yang relevan yang telah dilakukan oleh pemerintah atau lembaga penelitian lainnya.

Hasil dan Pembahasan
Efektivitas kebijakan pemerintah daerah Kota Batam dalam melindungi hak-hak anak dan perempuan terhadap tindakan diskriminasi menjadi fokus utama bagi berbagai pihak yang peduli terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Kota Batam, sebagai salah satu pusat ekonomi yang berkembang pesat di Indonesia, memiliki tantangan tersendiri dalam memastikan bahwa anak-anak dan perempuan tidak menjadi korban dari berbagai bentuk diskriminasi yang mungkin terjadi dalam berbagai ranah kehidupan.[footnoteRef:9] Evaluasi terhadap efektivitas kebijakan perlindungan ini memerlukan analisis mendalam terhadap berbagai aspek yang terkait, mulai dari penilaian terhadap kebijakan yang telah diterapkan hingga identifikasi hambatan-hambatan yang menghambat implementasinya. Pertama-tama, penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Batam dapat dianggap efektif dalam melindungi hak-hak anak terhadap tindakan diskriminasi.[footnoteRef:10] Kebijakan tersebut harus mampu memberikan perlindungan yang konkret dan menyeluruh bagi anak-anak, serta mampu memberikan jaminan bahwa anak-anak tidak akan menjadi sasaran dari berbagai bentuk diskriminasi yang mungkin terjadi di lingkungan mereka. Selanjutnya, penilaian terhadap upaya Pemerintah Kota Batam dalam melindungi hak-hak perempuan dari tindakan diskriminasi juga menjadi aspek penting dalam evaluasi ini. Perempuan sering kali rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi, baik dalam ranah sosial, ekonomi, maupun politik. Oleh karena itu, upaya untuk melindungi hak-hak perempuan harus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah.[footnoteRef:11] Selain itu, penting juga untuk menilai seberapa baik Pemerintah Kota Batam dalam menangani kasus-kasus diskriminasi terhadap anak dan perempuan yang terjadi di wilayahnya. Respons yang cepat dan efektif terhadap kasus-kasus diskriminasi merupakan indikator penting dari komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak anak dan perempuan. [9:  Lamtiur, C. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Anak-Anak. Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 1(3), 71–81. https://doi.org/10.56393/nomos.v1i3.572]  [10:  Antonio, C. D., & Suryaningsi, S. (2022). Analisis Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dialami Anak-Anak di Bawah Umur di Indonesia. Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 2(1), 29–36. https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.876]  [11:  Cahyani, A. L., Permata, S. P., & Munandar, A. (2024). Implementasi Proses Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Bengkulu. Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia, 9(12), 7995–8007. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i12.55144] 

Dalam melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan perlindungan anak dan perempuan di Kota Batam, tidak bisa diabaikan pengalaman langsung atau informasi yang diterima dari masyarakat.[footnoteRef:12] Pengalaman langsung atau informasi tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang seberapa seriusnya masalah diskriminasi yang dihadapi oleh anak-anak dan perempuan di Kota Batam. Selanjutnya, dalam mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menghambat implementasi kebijakan perlindungan anak dan perempuan di Kota Batam, perlu diperhatikan beberapa faktor yang mungkin menjadi penghambat utama. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi hak-hak anak dan perempuan, kurangnya sumber daya dan anggaran yang memadai, serta lemahnya penegakan hukum adalah beberapa contoh hambatan yang mungkin dihadapi. Selanjutnya, penting juga untuk menilai apakah ada kendala khusus yang dihadapi dalam mengakses layanan perlindungan bagi anak dan perempuan di Kota Batam.[footnoteRef:13] Kendala-kendala ini dapat berkisar dari aksesibilitas fisik hingga faktor-faktor budaya atau sosial yang menghambat akses tersebut. Dalam menghadapi berbagai tantangan dalam melindungi hak-hak anak dan perempuan di Kota Batam, perlu adanya upaya lintas sektor dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.[footnoteRef:14] Dukungan penuh dari semua pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi anak-anak dan perempuan.  [12:  Hurriyati, D., Diego Miranda, M., & Laili, R. (2024). Penangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara, 5(2), 2628–2633. https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3279]  [13:  Rahmat, D., Adhyaksa, G., & Fathanudien, A. (2021). Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia. Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(02), 156–163. https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i02.4921]  [14:  Darwanta, A. (2020). PENERAPAN PRINSIP TERBAIK UNTUK ANAK (THE BEST INTEREST OF THE CHILD) DALAM PEMENUHAN HAK ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK. Reformasi Hukum, 24(1), 60–76. https://doi.org/10.46257/jrh.v24i1.83] 

Tambahan informasi dan edukasi tentang hak-hak anak dan perempuan juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengubah perilaku yang diskriminatif. Program-program pendidikan yang menyeluruh dan berkelanjutan dapat membantu mengubah pola pikir dan norma-norma sosial yang menghambat perlindungan hak-hak tersebut. Penguatan lembaga penegak hukum dan sistem peradilan yang independen dan efisien juga merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa pelanggaran terhadap hak anak dan perempuan mendapatkan sanksi yang setimpal. Ini akan memberikan sinyal kuat bahwa pelanggaran terhadap hak-hak tersebut tidak akan ditoleransi dalam masyarakat. Selain itu, penting untuk terus melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi kebijakan perlindungan anak dan perempuan, serta berkomunikasi secara terbuka dengan masyarakat untuk mendengar masukan dan aspirasi mereka.[footnoteRef:15] Sebagai kota industri dan perbatasan, Kota Batam menghadapi berbagai tantangan dalam melindungi hak-hak anak dan perempuan, terutama dalam mencegah tindakan diskriminasi dan kekerasan. Pemerintah Kota Batam, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB (DP3AP2KB), telah meluncurkan berbagai kebijakan dan program untuk memenuhi hak-hak tersebut. Dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan ini, teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto memberikan perspektif yang penting melalui empat faktor: aturan hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, serta kesadaran masyarakat. [15:  Ariany, F., Ningsih, M., & Garnika, E. (2023). Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan Perspektif Hukum. Empiricism Journal, 4(1), 175–180. https://doi.org/10.36312/ej.v4i1.1158] 

1. Aturan Hukum
Aturan hukum yang jelas dan tegas adalah dasar utama bagi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dan perempuan. Di tingkat nasional, pemerintah telah menetapkan sejumlah regulasi yang berperan penting dalam perlindungan ini, antara lain:
· UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,[footnoteRef:16] [16:  Pratama, D. (2019). Efektivitas Penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Di Yogyakarta. Jurnal Lex Renaissance, 4(2). https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss2.art10] 

· UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,[footnoteRef:17] [17:  Tang, A. (2020). Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. JURNAL AL-QAYYIMAH, 2(2), 98–111. https://doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654] 

· Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW), 
· peraturan daerah Kota Batam  8 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
Aturan-aturan ini memberikan kerangka hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan yang relevan. Di Batam, aturan hukum ini diterjemahkan ke dalam program-program seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang memberikan layanan pendampingan hukum dan rehabilitasi bagi korban kekerasan. Selain itu, program Sekolah Ramah Anak mendukung hak anak dalam pendidikan tanpa diskriminasi.
2. Penegak Hukum
Penegak hukum, termasuk aparat dari DP3AP2KB dan lembaga terkait, memainkan peran krusial dalam memastikan perlindungan anak dan perempuan di Kota Batam. Di tingkat operasional, aparat ini bertanggung jawab dalam menangani laporan kekerasan, melakukan pendampingan hukum bagi korban, serta memberikan layanan konsultasi dan rehabilitasi melalui P2TP2A. Efektivitas penegakan hukum ini seringkali bergantung pada kemampuan dan keseriusan aparat dalam menjalankan tugasnya. Di Batam, aparat bekerja sama dengan sekolah-sekolah melalui program Sekolah Ramah Anak untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas diskriminasi. Namun, tantangan yang dihadapi adalah kekurangan sumber daya manusia dan beban kerja yang cukup tinggi, sehingga pengawasan dan penanganan kasus mungkin menjadi kurang optimal.
Upaya kolaboratif antara DP3AP2KB dan instansi lain, termasuk LSM dan tokoh masyarakat, dilakukan untuk membantu tugas aparat penegak hukum. Pendekatan multi-stakeholder ini diharapkan dapat memperkuat penegakan kebijakan secara menyeluruh.
3. Sarana atau Fasilitas
Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai juga merupakan faktor penting dalam efektivitas kebijakan ini. Di Batam, fasilitas seperti P2TP2A menyediakan layanan komprehensif, seperti konsultasi, pendampingan hukum, serta rehabilitasi psikologis bagi korban kekerasan dan diskriminasi. Fasilitas-fasilitas ini menjadi komponen utama dalam memberikan perlindungan dan memastikan bahwa korban mendapatkan akses terhadap keadilan. Namun, tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya untuk menjalankan fasilitas ini secara optimal. Dalam upaya mengatasi keterbatasan tersebut, pemerintah daerah menjalin kerja sama dengan sektor swasta dan organisasi internasional guna mendapatkan dukungan sumber daya. Penyediaan fasilitas pendidikan yang mendukung lingkungan Sekolah Ramah Anak juga menjadi langkah konkret pemerintah kota dalam memastikan anak-anak dapat belajar di lingkungan yang aman dan inklusif.[footnoteRef:18] [18:  Nurjanah, S. (2018). Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak. AL-’ADALAH, 14(2), 391. https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2905] 

4. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak dan perempuan sangat mempengaruhi efektivitas kebijakan ini. DP3AP2KB di Kota Batam telah melakukan berbagai kampanye edukasi dan sosialisasi, seperti Kampanye Stop Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, untuk mendorong masyarakat agar lebih sadar dan peduli terhadap isu ini. Tujuan kampanye ini adalah mengubah pola pikir masyarakat yang mungkin masih menganggap kekerasan dan diskriminasi sebagai hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran yang tinggi di kalangan masyarakat akan memperkuat implementasi kebijakan ini, karena mereka akan cenderung melapor jika melihat kekerasan atau diskriminasi, serta mendukung lingkungan inklusif bagi anak dan perempuan.[footnoteRef:19] Meski begitu, persepsi lama yang menganggap kekerasan sebagai masalah internal keluarga masih menjadi tantangan yang memerlukan pendekatan edukasi jangka panjang. Pemerintah kota berharap dengan sosialisasi yang konsisten, masyarakat akan semakin terbuka terhadap perubahan dan aktif dalam mendukung upaya perlindungan ini. [19:  Putri, R. E., & Amiruddin, M. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Hadapan Hukum. Alauddin Law Development Journal, 2(3), 413–420. https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.14082] 

Meskipun aturan hukum ini sudah memadai, efektivitasnya di lapangan masih membutuhkan sosialisasi yang terus-menerus agar masyarakat mengetahui hak-hak mereka serta langkah-langkah yang bisa ditempuh jika terjadi diskriminasi atau kekerasan. Pada penelitian ini penulis ingin mengupas tuntas tentang realitas yang sebenarnya terjadi pada masyarakat Kota Batam. Upaya penelitian ini agar masyarakat Kota Batam dapat  berupaya bersama yang terus-menerus, supaya dapat menciptakan perubahan yang nyata dalam perlindungan hak-hak anak dan perempuan di Kota Batam. Untuk hasil pembahasan ini penulis telah membuat sejumlah pertanyaan/kuesioner yang berisi 4 pertanyaan dalam bentuk google form  dan telah dibagikan kuesioner tersebut didalam sebuah group atau komunitas yang berhubungan dengan Dinas Perlindungan Hak Anak dan Perempuan dalam media social dengan platform Facebook sehingga mendapat sejumlah responden sebanyak 60 orang.[footnoteRef:20]  [20:  Dermawan, A. (2022). Perlindungan Hukum Oleh DP2KBP3A Kab. Asahan Terhadap Korban Perempuan Yang Diperdagangkan di Kabupaten Asahan. Jurnal Hukum Non Diskriminatif (JHND), 1(1), 1–6. https://doi.org/10.56854/jhdn.v1i1.39] 

                                                   DIAGRAM 1 (GOOGLE KUESIONER)                                            
[image: WhatsApp Image 2025-01-20 at 08.38.05]
Berdasarkan hasil Kuesioner yang melibatkan 60 responden dari berbagai lapisan masyarakat di Kota Batam, terdapat perbedaan pendapat yang signifikan mengenai efektivitas kebijakan perlindungan anak oleh Pemerintah Kota Batam. Sebanyak 40 responden, atau sekitar dua pertiga dari total responden, menyatakan bahwa kebijakan yang diterapkan sangat tidak efektif atau tidak efektif dalam melindungi hak-hak anak terhadap tindakan diskriminasi. Kelompok ini merasa bahwa anak-anak masih rentan terhadap berbagai bentuk perlakuan diskriminatif tanpa perlindungan yang memadai dari pemerintah. Sebaliknya, 20 responden lainnya, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil, menganggap kebijakan yang diterapkan cukup atau sangat efektif dalam melindungi hak-hak anak dari tindakan diskriminasi di Kota Batam. Mereka mungkin melihat adanya langkah konkret yang telah diambil oleh pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak, meskipun belum mencapai tingkat keseluruhan yang diharapkan. Namun, penilaian terhadap upaya Pemerintah Kota Batam dalam melindungi hak-hak perempuan terhadap tindakan diskriminasi tampaknya lebih merata. Mayoritas responden, meskipun dalam proporsi yang tidak terlalu besar, memberikan penilaian bahwa upaya tersebut cukup memadai atau memadai. Ini menunjukkan bahwa ada pengakuan terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di tengah masyarakat. Meskipun demikian, ada pula sebagian kecil responden yang menilai bahwa upaya perlindungan terhadap perempuan masih jauh dari memadai atau bahkan sangat tidak memadai. Ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan yang perlu diatasi oleh pemerintah dalam memastikan bahwa perempuan tidak menjadi korban diskriminasi di Kota Batam. Tidak hanya dari sudut pandang evaluasi kebijakan, tetapi juga dari pengalaman langsung atau informasi yang diterima, sebagian responden menyatakan telah mengetahui atau bahkan mengalami kasus diskriminasi terhadap anak atau perempuan di Kota Batam. Hal ini menunjukkan bahwa masalah diskriminasi masih nyata dan perlu penanganan serius dari pihak berwenang. 
                                                       DIAGRAM 2 (GOOGLE KUESIONER)                                        
[image: WhatsApp Image 2025-01-20 at 08.41.47]
Efektivitas kebijakan pemerintah daerah Kota Batam dalam melindungi hak-hak anak dan perempuan terhadap tindakan diskriminasi menjadi sorotan utama, terutama dengan menggali informasi dari kuesioner yang telah dilakukan. Dari 60 responden yang mengisi kuesioner, sebanyak 36 orang mengungkapkan bahwa mereka memiliki pengalaman langsung terkait kasus diskriminasi terhadap anak atau perempuan di Kota Batam. Ini menunjukkan bahwa kasus-kasus diskriminasi tersebut bukanlah sekadar isu yang terabaikan, melainkan telah menjadi pengalaman nyata bagi sebagian besar masyarakat setempat. Dari sisi statistik, angka tersebut cukup signifikan untuk mengindikasikan bahwa masalah diskriminasi terhadap anak dan perempuan di Kota Batam bukanlah hal yang bisa diabaikan. Namun demikian, hasil kuesioner juga mengungkap bahwa 24 responden hanya mendengar kasus tersebut atau pengalaman orang lain. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kesadaran akan masalah ini sudah cukup disosialisasikan secara merata di masyarakat atau masih ada kekurangan dalam penyebarluasannya.

Dalam menilai efektivitas kebijakan pemerintah daerah, penting untuk melihat langkah konkret yang telah diambil untuk melindungi hak-hak anak dan perempuan dari tindakan diskriminasi. Langkah-langkah tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pendidikan dan penegakan hukum hingga pemberdayaan masyarakat. Salah satu langkah yang bisa dievaluasi adalah adanya program-program pendidikan dan kesadaran yang ditujukan kepada masyarakat, khususnya terhadap kaum perempuan dan anak-anak, tentang hak-hak mereka dan cara mengenali serta melaporkan tindakan diskriminasi. Keberadaan program-program seperti ini dapat menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah Kota Batam mengambil tanggung jawab dalam melindungi hak-hak tersebut. Selain itu, penegakan hukum juga menjadi hal yang krusial dalam melindungi anak dan perempuan dari tindakan diskriminasi. Ketersediaan aturan hukum yang jelas dan efektif, serta penegak hukum yang kompeten dan berintegritas, dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap korban-korban diskriminasi. 
Oleh karena itu, evaluasi terhadap sistem hukum dan penegakan hukum di Kota Batam juga perlu dilakukan untuk menilai efektivitasnya dalam menangani kasus-kasus diskriminasi. Selain aspek pendidikan dan penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam melindungi hak-hak anak dan perempuan dari diskriminasi. Dengan meningkatkan keterlibatan dan kesadaran masyarakat, baik sebagai individu maupun dalam kelompok-kelompok masyarakat, akan lebih mudah untuk mendeteksi dan melaporkan kasus – kasus diskriminasi serta memberikan dukungan kepada korban-korban yang membutuhkan. Dalam mengukur efektivitas kebijakan pemerintah daerah Kota Batam dalam melindungi hak-hak anak dan perempuan, perlu juga diperhatikan respons dan tanggapan pemerintah terhadap kasus-kasus diskriminasi yang terjadi. Respons yang cepat dan tegas dari pemerintah dapat memberikan sinyal kuat bahwa mereka serius dalam menangani masalah ini dan memberikan keadilan kepada korban-korban diskriminasi. 

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan lembaga internasional juga dapat menjadi faktor penentu dalam efektivitas perlindungan hak-hak anak dan perempuan dari diskriminasi. Dengan adanya kerjasama yang baik antara berbagai pihak, akan lebih mudah untuk mengintegrasikan berbagai program dan sumber daya yang diperlukan dalam upaya melindungi hak-hak tersebut. Penting untuk diingat bahwa melindungi hak-hak anak dan perempuan dari diskriminasi bukanlah tanggung jawab yang hanya bisa ditangani oleh pemerintah daerah saja, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas kebijakan pemerintah daerah Kota Batam dalam hal ini juga perlu melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk para aktivis hak asasi manusia, LSM, dan kelompok-kelompok advokasi lainnya. Dengan demikian, upaya melindungi hak-hak anak dan perempuan dari diskriminasi di Kota Batam dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Efektivitas kebijakan perlindungan hak anak dan perempuan di Kota Batam, berdasarkan teori Soerjono Soekanto, sangat bergantung pada sinergi dari berbagai faktor: adanya aturan hukum yang kuat, kinerja penegak hukum, sarana pendukung yang memadai, dan kesadaran masyarakat. Walaupun tantangan seperti keterbatasan anggaran dan pola pikir masyarakat yang konvensional masih ada, upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan ini. Melalui kerjasama lintas sektor dan konsistensi dalam sosialisasi, Kota Batam diharapkan terus berupaya menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan inklusif bagi anak dan perempuan. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak dan perempuan dari tindakan diskriminasi akan lebih terlindungi, dan keadilan akan semakin terwujud di kota ini.

Hambatan utama yang menghambat implementasi kebijakan Pemerintah Kota Batam dalam hak perlindungan anak dan perempuan terhadap tindakan diskriminasi.
Diskriminasi terhadap anak dan perempuan masih menjadi salah satu isu sosial yang signifikan di Kota Batam. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk melindungi hak-hak mereka, pelaksanaan di lapangan menghadapi berbagai hambatan. Isu ini mencakup kekerasan domestik, diskriminasi di tempat kerja, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan, Berdasarkan wawancara dengan Ibu Santi, anggota Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB (DP3AP2KB) Kota Batam, isu diskriminasi terhadap anak dan perempuan masih menjadi tantangan yang signifikan. Diskriminasi ini meliputi kekerasan domestik, diskriminasi di tempat kerja, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan. Meski terdapat kemajuan dalam kesadaran masyarakat, masih terdapat berbagai hambatan yang menghalangi efektivitas implementasi kebijakan perlindungan anak dan perempuan. Pembahasan ini akan dikaji melalui empat aspek utama: aturan hukum, penegakan hukum, sarana dan fasilitas, serta kesadaran masyarakat, dengan mengacu pada Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto., yang menekankan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada komponen hukum itu sendiri, penegaknya, sarana pendukungnya, dan kesadaran masyarakat.
1. Aturan Hukum
Hambatan dalam aspek aturan hukum mencakup ketidaksesuaian atau kurangnya spesifikasi regulasi lokal untuk mengatasi diskriminasi terhadap anak dan perempuan. Dari hasil wawancara dengan Ibu Santi, beliau menyampaikan Pemerintah Kota Batam telah menetapkan berbagai regulasi dan program, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Program Sekolah Ramah Anak. Program ini didasarkan pada peraturan yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak serta perempuan dari diskriminasi. Namun, implementasi aturan hukum ini masih menghadapi tantangan dalam memastikan kepatuhan semua pihak.   Meskipun terdapat regulasi nasional seperti UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, penerapan di tingkat daerah belum maksimal karena tidak semua kebijakan lokal mengakomodasi kebutuhan masyarakat Batam secara spesifik. Hal ini membuat kebijakan yang ada sulit diterapkan di lapangan. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum sangat bergantung pada aturan itu sendiri, yang harus jelas, realistis, dan responsif terhadap kondisi sosial. Kota Batam memerlukan peraturan daerah yang lebih relevan untuk mendukung kebijakan nasional.[footnoteRef:21] [21:  Ardiansyah, F., Wardani, A. S., & Sucipto, S. (2023). Rancang Bangun Company Profile Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Website. JSITIK: Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi Komputer, 1(2), 124–136. https://doi.org/10.53624/jsitik.v1i2.176] 

2. Penegakan Hukum
Efektivitas kebijakan ini juga sangat bergantung pada kinerja para penegak hukum, termasuk aparat pemerintah dan mitra kerja seperti LSM dan komunitas lokal. Dari hasil wawancara dengan Ibu Santi, beliau menyampaikan bahwa Dinas P3AP2KB bekerja sama dengan LSM dan berbagai stakeholder untuk memberikan layanan pendampingan hukum dan rehabilitasi bagi korban kekerasan. Hal ini menunjukkan adanya upaya kolaboratif yang signifikan dalam mendukung penegakan hukum.  Penegakan hukum menghadapi tantangan dalam hal keterbatasan sumber daya manusia dan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum. Aparat sering kali tidak memiliki keahlian untuk menangani kasus diskriminasi dan kekerasan terhadap anak dan perempuan, sehingga proses penanganannya lambat atau kurang memadai.  Selain itu, koordinasi antara lembaga-lembaga terkait sering menjadi kendala, terutama ketika menangani kasus yang memerlukan kerjasama lintas sektor, seperti polisi, Dinas Kesehatan, dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum, penegakan hukum merupakan salah satu elemen utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa penguatan kapasitas aparat dan koordinasi yang baik, hukum sulit dijalankan dengan optimal.[footnoteRef:22] [22:  Ririn Aminarsih, & Farid Pribadi. (2024). Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun dalam Menekan Angka Pernikahan Dini. SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 3(3), 278–286. https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i3.3926] 

3. Sarana dan Fasilitas
Keterbatasan sarana dan fasilitas juga menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan ini. Dalam wawancara dengan Ibu Santi, beliau menjelaskan bahwa program seperti P2TP2A menyediakan fasilitas untuk konsultasi, pendampingan hukum, dan rehabilitasi. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan dana sering kali menjadi kendala utama. Untuk mengatasinya, Dinas berusaha menjalin kerjasama dengan sektor swasta dan organisasi internasional untuk memperoleh dukungan tambahan.  Program unggulan seperti P2TP2A dan Sekolah Ramah Anak membutuhkan fasilitas yang memadai, seperti pusat layanan konsultasi, rumah aman, dan layanan rehabilitasi yang didukung oleh tenaga profesional, termasuk psikolog dan pendamping hukum. Namun, fasilitas yang tersedia saat ini masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Soerjono Soekanto menekankan bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung efektivitas hukum. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Batam perlu meningkatkan alokasi sumber daya untuk penyediaan fasilitas dan memperluas akses layanan kepada masyarakat.
        4.    Kesadaran Masyarakat
Tantangan terbesar dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah pola pikir masyarakat yang masih menganggap kekerasan dan diskriminasi sebagai hal biasa. Dalam wawancara dengan ibu Santi Menurut beliau, upaya yang dilakukan adalah melalui kampanye edukasi dan publik secara berkelanjutan, seperti kampanye Stop Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, serta pelatihan keterampilan yang melibatkan tokoh masyarakat dan komunitas lokal.  Rendahnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan signifikan dalam perlindungan anak dan perempuan. Masih banyak masyarakat yang menganggap kekerasan atau diskriminasi sebagai hal yang biasa, bahkan dalam beberapa kasus, korban atau keluarga mereka enggan melapor karena stigma sosial atau kurangnya pemahaman tentang hak mereka. Kampanye publik dan edukasi yang dilakukan pemerintah sudah mulai menunjukkan hasil positif, tetapi masih perlu ditingkatkan. Dalam Teori Efektivitas Hukum, kesadaran hukum masyarakat merupakan elemen kunci dalam penerapan hukum yang efektif. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, kebijakan yang ada tidak akan mampu menciptakan perubahan yang signifikan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Santi dalam wawancara, menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif adalah tanggung jawab bersama. Semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga individu, memiliki peran penting dalam menghapus diskriminasi dalam segala bentuknya.  Berdasarkan teori efektivitas Soerjono Soekanto, kebijakan Pemerintah Kota Batam dalam melindungi anak dan perempuan dari diskriminasi dapat dinilai cukup efektif. Namun, ada beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan, seperti alokasi sumber daya dan peningkatan kesadaran masyarakat. Upaya kolaboratif lintas sektor yang dilakukan oleh Dinas P3AP2KB menunjukkan potensi besar untuk terus meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan.
Kesimpulan
Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Batam dalam melindungi hak anak dan perempuan terhadap tindakan diskriminasi menunjukkan adanya upaya yang signifikan, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Aturan Hukum Pemerintah Kota Batam telah mengeluarkan kebijakan dan program seperti P2TP2A dan Sekolah Ramah Anak, didukung oleh peraturan nasional. Namun, penerapan aturan hukum ini masih kurang maksimal karena regulasi lokal belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat Batam. Banyak masyarakat Kota Batam yang masih menganggap kurangnya efektif penerapan dari pemerintah terkait dalam upaya memberantas tindakan diskriminasi pada hak anak dan perempuan. Dari hasil wawancara tersebut juga menjelaskan terkait Upaya penegakan hukum telah melibatkan kolaborasi antara dinas terkait, LSM, dan mitra kerja lainnya. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pelatihan khusus bagi aparat menjadi hambatan utama dalam penanganan kasus diskriminasi dan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Terkait Sarana dan Fasilitas Program perlindungan seperti P2TP2A memiliki fasilitas terbatas, baik dalam jumlah maupun kualitas, sehingga sulit memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Peningkatan alokasi sumber daya dan dukungan fasilitas menjadi prioritas yang mendesak.  Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus diskriminasi dan memahami hak-hak anak serta perempuan menjadi tantangan besar. Meski kampanye edukasi telah menunjukkan hasil positif, sosialisasi perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, kebijakan Pemerintah Kota Batam dapat dinilai cukup efektif, tetapi masih memerlukan peningkatan di beberapa aspek, terutama dalam penyelarasan regulasi lokal, penguatan penegakan hukum, penyediaan fasilitas memadai, dan edukasi masyarakat. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi terkait sangat penting untuk menciptakan perubahan nyata dalam perlindungan hak anak dan perempuan dari tindakan diskriminasi di Kota Batam. 
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